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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasI birokrasi di Komisi 

Pemilihan Umum yang telah dimulai tahun 2012 dan telah diberikan reward berupa 

tunjangan kinerja sejak tahun 2014. 

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-

Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim 

Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020, yang menyampaikan segera membentuk Tim 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan program reformasi birokrasi KPU RI 

pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi 

Birokrasi KPU, yang melibatkan Ketua/Anggota KPU dan Pegawai/Staf di lingkungan 

Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dibentuk setiap 

tahun. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Adalah : 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi 

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1220); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 320). 

 

Dalam Keputusan KPU Nomor 01.1/HK.03.1-Kpt/3218/Kab/I/2020 Tahun 2020 

diatur tentang : 

 Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang 

pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tahun 

2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan 2. Segala biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020. 

 



Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2020. 

- Lampiran 5 Halaman. 


